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Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas limpahan rahmat dan hidayah-Nva sehingga kami dapat
menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

RENSTRA ini kami susun sebagai wujud pertanggung
Jjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya dengan didasarkan pada Indikatror
Kinerja SKPD yvang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banyumas
Tahun  2018-2023 perencanaan, strategis dalam rangka
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan RENSTRA ini masih
terdapat kekurangan, untuk itu kami sangat memerlukan kritik
dan saran guna penyvempurnaan RENSTRA ini. Namun demikian
kami berharap semoga laporan ini bermanfaat khususnyva sebagai

bahan evaluasi dan penentuan kebijakan lebih lanjut.

Purwokerto, 2019

BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN
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1.1.

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang
berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu
satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan
potensi, peluang, dan kendala-kendala vang ada atau vang
mungkin timbul.

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Nasional dalam Pasal 1 avat (7) vang
menvatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Satuan Kerja Perangkat Daerah, vang selanjutnva disebut
Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Pernyataan im
kemudian dipertegas di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 272 avat (1), vang
berbunyi Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan
berpedoman pada RPJMD dan ayat (2] vang menvatakan bahwa
Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Wajib danj/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
Renstra Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan
PD untuk periode 5 (lima) tahun vang memuat strategi, arah
kebijakan, program serta kegiatan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi PD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
jangka menengah perangkat daerah vang selaras dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pada tahun berjalan pelaksanaan Renstra bisa terdapat
perubahan-perubahan landasan hukum termasuk dasar hukum
dalam penvusunan Renstra, vang membuat perangkat daerah
harus mereviu rencana strategisnva. Pada bulan September 2017
pemerintah mengeluarkan peraturan baru melalui Peraturan
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1.2.

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah vang menjelaskan di Pasal 111 bahwa
Penyusunan Renstra tidak lagi mencantumkan Visi dan Misi
Perangkat Daerah.

Dengan adanya perubahan dasar hukum penyvusunan
Renstra tersebut maka perangkat daerah harus melakukan
perubahan Renstra dengan tidak lagi mencantumkan Visi dan Misi
Perangkat Daerah.

LANDASAN HUKUM
Landasan hukum vang menjadi dasar penyusunan Rencana

Strategis (Renstra] Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Banyumas Tahun 2018-2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
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B.

10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18,

19.

20,

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Miminal;

Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan  Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Instansi Pemerintah;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/5J/
Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan
Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
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22,

23,

24,

25.

26,

27.

28,

Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong
Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Ewvaluasi Rancangan
Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyvumas Nomor 16 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banvumas;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD] Kabupaten Banyvumas Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor
| Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas No. 1),
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1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penvusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:
Maksud:

1.

B

Menjadi Acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah.

Menjadi telok ukur kinerja dalam mencapai visi tujuan
Organisasi,

Media akuntabilitas pada akhir masa jabatan,

Tujuan:

1.

Tersedianva dokumen perencanaan melalui penetapan visi,
misi, tujuan, sasaran dan strategi kebjakan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyumas.

Tersedianva instrumen perencanaan dalam menentukan
strategi guna menghadapi kompleksitas perubahan
lingkungan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Banyumas.

Terciptanva  integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan
konsistensi arah pembangunan di lingkungan Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Sebagai  tolok  ukur keberhasilan  strategi  upava
pengembangan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Rabupaten Banyumas.

Menjamin penggunaan sumber daya organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Banyvumas dengan efektil dan
efisien.

Sebagai insirumen pengendalian dan evaluasi rencana kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuail dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun

2017, sistematika penvajian dokumen Rencana Strategis (Renstra)
adalah sebagai berikut :
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BAB | PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3, Maksud dan tujuan
1.4. Sistematika Penuhsan Renstra

BAB 11 GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN BANYUMAS

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Banyumas

2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyumas

2.3. Kinena Pelayvanan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banyumas

24. Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banvumas

BAB 111 [SU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Pelayvanan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Banyumas

3.2, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan
Wakil Bupati Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Provinsi/Kabupaten / Kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayvah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan lsu-lsu Strategis

BABIV  TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Banyumas

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
BAB VIl KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIl PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 255 avat (1) menvebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong
Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan
kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman,
serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan dalam
Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah menvatakan bahwa Dinas Daerah yang menyelenggarakan sub
urusan ketenteraman dan ketertiban umum adalah Satuan Polisi
Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Banyumas kemudian menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja
adalah Dinas tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masvarakat sub
urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Adapun wewenang Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. Melakukan tindakan penertiban non-vustisial terhadap warga

masyvarakat, aparatur, atau badan hukum vyang melakukan
pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum vang
mengeanggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

¢. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyvarakat,
aparatur, atau badan hukum vang diduga melakukan pelanggaran
atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah,;

d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masvarakat,
aparatur, atau badan hukum vang melakukan pelanggaran atas
Perda dan/atau peraturan Kepala Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Banyumas
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Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas di dalam
Peraturan Bupati Banvumas Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Pasal 5
ayat (1) memiliki tugas membantu Bupati dalam menyelengarakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang
ketenteraman dan ketertiban umum dan  perlindungan
masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja vang disebutkan di
dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2016 Pasal
5 ayat (2] adalah sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan pelaksanaan Penegakan Perda dan/atau
Perkada, Penvelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman
Masyarakat, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

b. Pelaksanaan kebijakan Penegakan Perda dan/atau Perkada,
Penvelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman
Masvarakat, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masvarakat
di Daerah.

¢. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan koordinasi Pelaksanaan
penegakkan Perda dan/atau Perkada, penyelenggaraan
Ketertiban umum dan Ketenteraman Masvarakat, serta
penyelenggaraan Perlindungan Masvarakat dengan aparat
Kepolisian Negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya.

d. Pelaksanaan administrasi lingkup Satpol PP.

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinva.

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Banyumas dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah (Peraturan Bupati Banvumas Nomor 58 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banvumay).
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Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Banyumas:

a. Kepala Satpol PP
b. Sekretariat, membawahkan:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2] Sub Bagian keuangan.
3] Sub Bagian Perencanaan,
c. Bidang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum,
membawahkan:
1) Seksi Operasional.
2] Beksi Kerjasama.
d. Bidang Penegakan Perundang -undangan  Daerah,
membawahkan:
1] Seksi Pembinaan dan Pengawasan,
2] Seksi Penyelidikan dan Penyidikan,
e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
1] Seksi Bina Potensi dan Pengawasan Dini Masvarakat.
2) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
. UPT Pemadam Kebakaran

g. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja
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STRUKTUR ORGANISASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS

BASTARAKAT

[HNIMABYARAKAT -

BEKE] PELATIHAN

2.2. Sumber

Daya Satuan Polisi Pamong Praja
Banyumas

Kabupaten



Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas perlu didukung oleh
sumber daya vang cukup dan memadai. Sumber daya Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas sampai dengan Tahun
2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
» Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan:

1 |82 4 Orang

| 2 |81 .iﬁ- {;mng_
3 -3 2 Drang
4 | SLTA 1 e -:‘.-rm;g |
5 | SLTP 7 Orang
i PAKET C 7 Orang
7 | PAKET B 5 Orang
H E'sn 16 Orang

Tabel 2.2
# Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat/Golongan:
1 Pembina Utarma Muda V/c 1 Orang
2 | Pembina Tk.] v/ I Orang
3 | Pembina V/a 2 Orang
4 | Penata Th.] I/ 1 Orang
5 Penata /c 2 Orang
6 | Penata Muda Tk.I m/b 17 Orang
T Penata Muda e 15 Ormang
8 | Pengatur Tk fl/d 13 Orang
9 | Pengatur /e 37 Omng |
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10 | Pengatur Muda Tk.] /b 11 Orang
11 | Pengatur Muda lja 17 Orang
12 | Juru TkT I/d 2 Orang
13 | Juru | 1je ' 1:-'- UE
14 Ju?u-b-'[u_da Tkl I/b - Orang
15 | Juru l'-'l:;.idu_ 1fa - _ﬂ-na.n-g—|

2.3.

KINERJA PELAYANAN SATUAN POLIS]I PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

Pelayanan publik adalah segala kegiatan yvang dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan sesuai hak-hak dasar setiap
warga negara. Pelayanan publik ini merupakan tolok ukur
apakah pemerintah melakukan kinerjanva dengan baik karena
kualitas pelavanan publik ini dirasakan langsung oleh
masyarakat. Pelavanan publik ini harus dilakukan secara
profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada tahun 2013-2018 Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyvumas mempunyal peranan yang sangat
strategis dalam membantu Bupati Banvumas dalam
memberikan pelavanan publik dasar urusan penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

Dalam periode tersebut ada 3 (tiga) indikator kinena
pelavanan publik vang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten
Banyumas vaitu, Tingkat Ketenferaman dan ketertiban umum,
Penindakan terhadap pelanggaran Perda, dan Peningkatan
Kenyamanan dan keamanan lingkungan. Untuk mencapai
kinerja ketiga indikator kinerja itu didukung oleh & (enam)
Program sebagaimana terlihat pada tabel 2.3
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Tabel 2.3
Pencapaian Hinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Habupaten Banyumas
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Dari tabel 2.3 di atas terlihat bahwa kinerja pelayanan publik Satpol PP
Kabupaten Banyumas periode 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2014-2016 terdapat 4 indikator strategis vang diemban oleh
Satpol PP Kabupaten Banyumas dimana pada tahun 2014-2016 semua
indikator kinerja tercapal sesuai dengan target vang telah ditentukan.
Rasio capaian indikator kinerja tertinggi adalah Indikator persentase
penegakan perda vang ditindaklanjuti selama 24 jam sebesar 100%.
Adapun faktor penunjang keberhasilan pencapaian target indikator
tersebut adalah :

a. Komitmen yang tinggi dari kepala organisasi perangkat daerah yang
ditkuti seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di dalam
pencapaian target indikator kinerja;

b. Adanya dukungan APBD didalam pencapaian target-target indikator
kinerja;

c. Adanya koordinasi dan kerja sama vang baik dengan oraganisasi
perangkat daerah teknis serta jajaran TNI/POLRI, Kejaksaan dan
Pengadilan di dalam pelaksanaan tugas;

d. Adanva dukungan sarana dan prasarana vang memadai;

e. Adanya dukungan dari aparat kewilayvahan dan masyvarakat
Adanya peraturan / perundang-undangan vang mendukung Tupoksi
Satpol PP dalam penvelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
serta  perlindungan masyarakat maupun dalam melaksanakan
penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

2. Pada tahun 2016 dan 4 indikator menjadi 6 indikator kinerja, ini
dikarenakan UPT Pemadam Kebakaran yang sebelumnyva melekat di
BPBD bergabung ke Satuan Polisi Pamong Praja dan mempunyai 2
indikator.

3. Pada tahun 2017 dilakukan reviu Renstra seiring dengan adanya
penyesuaian beberapa target kinerja dan adanya penggabungan beberapa
indikator kinerja sehingga pada tahun 2017 Indikator kinerja strategis
Satpol PP menjadi 6 indikator vaitu Indikator Cakupan penyelesaian
penegakan Perda, Persentase siskamling tingkat RW yvang aktif, Rasio
jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Cakupan pelayanan
bencana kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time
rate) daerah lavanan Wilayvah Manajemen Kebakaran (WMK)Persentase
laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam, Indeks Kepuasan Masyvarakat
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(IKM), dimana semua intdikator kinerja tercapai sesuai dengan target

vang telah ditentukan. Adapun rasio capaian tertinggi pada indikator

Cakupan penvelesaian penegakan perda sebesar 110,50, Faktor

penunjang kberhasilan dari capaian indikator-indikator tersebut adalah ;

a. Komitmen vang tinggi dari kepala organisasi perangkat daerah vang
diikuti seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di dalam
pencapaian target indikator kinerja;

b. Adanva dukungan APBD didalam pencapaian target-target indikator
kinerja;

c. Adanva koordinasi dan kerja sama vang baik dengan oraganisasi
perangkat daerah teknis serta jajaran TNI/POLRI, Kejaksaan dan
Pengadilan di dalam pelaksanaan tugas;

d. Adanva tenaga bantuan Pol PP dan Linmas yang membantu tugas
Satpol PP didalam memelihara ketenteraman masyarakat.

4. Pada tahun 2018 dilakukan Revisi Renstra seiring dengan adanya revisi
RPJMD sehubungan dengan ditetapkannva Permendagri Nomor 86 Tahun
2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana
pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan
rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan
jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Dalam
Renstra Revisi 2013-2018 Satpol PP menetapkan 6 Indikator Kinerja
Utama sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu Indikator
Cakupan penyelesaian penegakan Perda, Persentase siskamling tingkat
RW yang aktif, Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas, dan
Indeks Kepuasan Masyarakat ([KM).
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Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP Kabupaten Banyumas
Tahun 2014-2018
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Pengukuran efektivitas anggaran dilakukan dengan cara menghitung

capaian realisasi anggaran, vaitu ; Jumlah Realisasi Anggaran dibagi pagu
anggaran dikalikan 100%. Sedangkan kriteria tingkat efektivitas anggaran
menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun
1996, adalah sebagai berikut:

LU R o

Capaian 100% = sangat efektif
Capaian 90-100% = efektif
Capaian 80 - 90% = cukup efektif
Capaian 60 - 80% = kurang efektif

Capaian di bawah 60% = tidak efekrif
Dari tabel 2.4 di atas dapat dianalisa efektivitas anggaran vang

mendukung indikator kinerja pelayanan publik Satpol PP Kabupaten
Banvumas periode 2014-2018 sebagai berikut:

1.

Pada tahun 2014 rasio antara realisasi anggaran terhadap pagu
anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas adalah
sebesar 44 % hal tersebut menunjukan capaian realisasi anggaran
tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2014 terdapat
kesalahan penganggaran kode rekening belanja honorarium anggota
linmas vang seharusnva pada kode rekening belanja 5.2.2 (belanja
jasa) malah dianggarkan pada kode rekening 5.2.1 (belanja pegawai)
vang mengakibatkan tidak terserapnya sebagian besar anggaran
urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan
masyarakat;

Pada tahun 2015 rasio antara realisasi anggaran terhadap pagu
anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banvumas adalah
97 % hal tersebut menunjukan capaian realisasi anggaran cukup
efektif didalam menunjang capaian kinerja. Ada beberapa program
vang progres pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil perencanaan
vang mengakibakan realisasi anggaran kurang maksimal;

Pada tahun 2016 rasio antara realisasi anggaran terhadap pagu
anggaran satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas adalah
96 % hal tersebut menunjukan capaian realisasi anggaran efektil
didalam menunjang capaian kinerja urusan ketenteraman, dan
ketertiban umum, serta perlindungan masvarakat.
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4, Pada tahun 2017 rasio antara realisasi anggaran terhadap pagu
anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas adalah
72 % hal tersebut menunjukan capaian realisasi anggaran cukup
efektif didalam menunjang capaian kinerja urusan ketenteraman,
dan ketertiban umum, serta perlindungan masvarakat. Ada beberapa
program yvang progres pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil
perencanaan vang mengakibakan realisasi anggaran kurang
maksimal;

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP

Kabupaten Banyumas

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyvumas merupakan
perangkat daerah yang membantu Bupati dalam urusan pelayvanan dasar
ketertiban umum, ketenteraman masvarakat, dan perlindungan
masyarakat. Satpol PP Kabupaten Banyumas harus selalu menjaga kondisi
tertib, tenteram, dan terlindungi agar roda pemerintahan berjalan dengan
baik.

Rabupaten Banyumas sebagai salah satu wilayah vang setiap tahun
mengalami pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya akan berimbas pada
pengembangan tata ruang dan wilayah. Perkembangan ruang dan wilavah
tentu akan berdampak kepada pergerakan masvarakat di dalamnya,
Pergerakan-pergerakan sosial ini akan memicu gangguan ketentraman dan
ketertiban umum baik di tingkat kota maupun di lingkup paling kecil
seperti Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT dan RW).

Tantangan dan peluang vang harus diantisipasi oleh Satpol PP
Kabupaten Banyumas selama lima tahun ke depan adalah:

1. Daya tarik Kabupaten Banyumas yang semakin kuat dengan
rencana pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan
oleh Bupati terpilih. Rencana pembangunan infrastruktur baru vang
livable dan lovable seperti penataan kembali taman-taman, berkebun
di perkotaan (urban farming), atau penataan trotoar akan menarik
orang dari luar kota berdatangan baik untuk melakukan transaksi
ekonomi maupun sekadar melakukan kunjungan wisata. Potensi
kesemrawutan kota atau potensi konflik horisontal dan vertikal dari
pertumbuhan kota diprediksi akan cukup tinggi sehingga harus
diantisipasi karena bisa mengganggu kondisi tenteram dan tertib.
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2. Pengembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Dengan
terpilihnya kepala daerah yang baru akan ada arah kebijakan
pembangunan wilayah yang berubah sesual dengan visi dan misi
kepala daerah, arah pembangunan ini tentunya harus berjalan
dengan dasar hukum. Peraturan kepala daerah ini harus ditegakkan
baik melalui tindakan preventif seperti sosialisasi dan penvuluhan
kepada masyarakat dan badan hukum maupun tindakan non-
vustisial dan yvustisial seperti penertiban dan pemberkasan sidang,

3. Kolaborasi kerja antar lembaga. Pembangunan wilavah vang
tingkat kompleksitasnya tinggi membutuhkan kerja sama antar
lembaga, baik antar lembaga di dalam pemerintah Kabupaten
Banvumas maupun dengan Ilembaga lain seperti TNI, Poln,
Kejaksaan, Pengadilan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
untuk mendapatkan kinerja pelayvanan publik vang baik. Dalam
penegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati Satpol PP
Kabupaten Banvumas juga membutuhkan koordinasi dan kerja
sama dengan jajaran samping sebagai perbantuan dalam proses
penegakkan,

4. Pengembangan kualitas internal Satpol PP Kabupaten Banyumas.
Dengan berkembangnya kualitas dan kompleksitas permasalahan
wilavah maka Satpol PP Kabupaten Banyumas juga harus
meningkatkan kualitas sumber davanya, baik sumber daya manusia
maupun sarana dan prasarana. Rasio jumlah anggota Satpol PP
dengan luas wilavah dan jumlah perda perbup vyang harus
ditegakkan bisa diantisipasi melalui pemberdayaan anggota
perlindungan masyarakat (Linmas) vang sejak tahun 2011 menjadi
bagian dari Satpol PP Kabupaten Banvumas. Selain kuantitas,
kualitas anggota Satpol PP juga harus ditingkatkan melalui pelatihan
dan bimbingan teknis agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya
sesuai dengan aturan vang berlaku.
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BAB I

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS

3.1. ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
Ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masvarakat

[Trantibum Linmas) merupakan pelayanan dasar yang harus diterima oleh

warga negara. Daerah yvang kondusif, tenteram dan tertib, merupakan

kondisi vang dibutuhkan untuk menunjang peningkatan kualitas
kehidupan warga.

Sebagai salah satu wilayah vang kompleks, Kabupaten Banyumas
memiliki permasalahan-permasalahan vang berpotensi mengganggu
trantibum linmas, antara lain:

1. Masih banyak pelanggaran Perda dan Perbup yang mengandung
sanksi. Pelanggaran Perda dan Perbup yang paling banvak
ditangani oleh Satpol PP adalah pelanggaran Perda Nomor 4 Tahun
2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,
Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masvarakat, Perda Nomor 16 Tahun 2015 Penvakit
Masyarakat Menjamurnya Ruang Publik. Salah satu capaian
penting dalam pemerintahan Bupati yang sekarang adalah
pembangunan ruang-ruang publik. Ruang-ruang publik ini
menimbulkan keramaian sehingga berpotensi mengganggu
ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Besarmya Jumlah Aktivitas dan daya tarik kota vang kuat sehingga
banyaknya pendatang vang masuk untuk mengadu nasib sehingga
memunculkan permasalahan-permasalahan baru dalam bidang
hukum, sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.

3. Tidak mbangnya rasio penduduk Kabupaten Banvumas dengan
Jumlah Anggota Satpel PP. Luas wilayah Kabupaten Banvumas
dengan 27 (dua puluh tujuh] Kecamatan berbanding dengan
jumiah Anggota Satpol PP vang kurang dari 400 (empat ratus)
orang tentu sebuah perbandingan vang tidak imbang sehingga
jangkauan Satpol PP Kabupaten Banvumas dalam menegakkan



ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat menjadi tidak maksimal.

Kesadaran warga akan keamanan dan kenyamanan lingkungan,
Di Kota besar kesadaran akan penjagaan atau sistem pengamanan
wilavah masih belum baik.

Masth kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Perda dan
Perbup yang mengandung sanksi. Pengetahuan masyarakat
tentang apa saja yang melanggar dan zonasi mana yang termasuk
wilavah vang diatur di dalam peraturan masih belum maksimal
sehingga pelanggaran Perda dan Perbup masih cukup tinggi di
Kabupaten Banyvumas.

Respons atas pengaduan masyarakat. Di masa komunikasi
dilakukan lebih banyak melalui media sosial, masyarakat lebih
mudah melaporkan pelanggaran perda perbup dan gangguan
tibum tranmas kemudian juga memantau respon dari Satpol PP
Kabupaten Banvumas. Perubahan komunikasi ini menjadi
tantangan bagi Satpol PP Kabupaten Banvumas untuk siap sedia
dalam melakukan pelayvanan kepada masvarakat.

Belum adanya bantuan hukum bag Anggota Satpol PP jika terjadi
bentrokan. Aturan vang ada di Kabupaten Banyumas hanva
pendampingan kelembagaan dan bukan perkara pidana sehingga
timbul keraguan bagi Anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya karena ada risiko perkara hukum pidana
tersebut,

Masih kurangnya sarana dan prasarana khususnya kendaroan
patroli, Kendaraan patroli ini, baik mobil maupun motor,
dibutuhkan untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten
Banyumas dalam rangka menegakkan ketenteraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Motor patroli
dibutuhkan dalam pembentukan Unit Reaksi Cepat sebagai tim
khusus dalam merespon cepat pengaduan masyarakat tentang
adanya gangguan tibum tranmas serta perlindungan masvarakat.
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3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan vang diinginkan
pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat
diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah
vang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clanity of direction)
vang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu
strategis vang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan
mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah,
kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan vang dihadapi
serta isu-isu strategis.

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dirumuskan
berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banvumas yvang telah
disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2018, vaitu

“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri"
Visi tersebut mengandung tiga frase, vaitu sebagai berikut:



Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau
menjadi lebih baik, atau berkembang Maju dimaknai sebagai
sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yvang tumbuh dan
berkembang dengan pesat. dengan keunggulan tertentu yang
membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai
dengan perkembangan kehidupan masyvarakat dalam berbagai
aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur
menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut
akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk
ditinggali dan mampu menjadikan masvarakat bahagia. Masyarakat
Banvumas yang maju adalah sumber dayva manusia vang
berkualitas, menguasai teknologi, dan memanfaatkan teknologi
untuk kehidupan vang lebih baik. Daerah yvang maju adalah yvang
mampu mengoptimalkan sumber daya vang dimiliki dengan tetap
memperhatian keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan,
karena kemajuan yang dicapai tidak disertai dengan kemunduran
atau penurunan kualitas lingkungan.

. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan
makmur berarti banvak hasil atau serba kecukupan (tidak
kekurangan), Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah upaya agar
seluruh masvarakat Kabupaten Banvumas mampu mengakses
seluruh kebutuhan dasarnya, serta memiliki lebih banyak pilihan
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemakmuran antara lain
ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnva
pemerataan pendapatan. Kemakmuran yang adil berart
kemakmuran berkelanjutan yang dapat dirasakan oleh seluruh
lapisan masyarakat, tidak hanva masyarakat Kabupaten
Banyvumas saat ini tetapi juga generasi yang akan datang,
Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau
tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah
harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan
potensi dan kekuatan vang dimiliki untuk meningkatkan nilai
tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah



lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian

sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan

Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk

pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga

mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha
bagi masyarakat.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya vang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-
faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi vang
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023 adalah sebagai

berikut ;

Visi RPFJMD Kabupaten Banvumas tahun 2018-2023 dijabarkan
kedalam delapan Misi atau vang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

Misi ini merupakan pelaksanaan dar hasta krida pertama vaitu
Banyumas Barometer Pelayanan Publik Jawa Tengah untuk
mewujudkan pengembangan lapak publik untuk mendukung Mall
pelayanan publik; dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang
cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada
pengguna layvanan, didukung dengan novasi dan teknologi
informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat vang
tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi
dapat berjalan efektif, sehingga adanva keterbukaan informasi
publik, transparansi dan akuntahbilitas kinerja dan pengelolaan
keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yvang
kompeten dan profesional.

Misi ini merupakan pelaksanaan hasta krida kedua vaitu pendidikan
dan kesehatan untuk mewujudkan 92 paket beasiswa, program
wajib belajar, peningkatan jangkauan pelayvanan kesehatan, dan
program 1 desa 3 sarjana. Misi ini mengarah pada peningkatan
pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan
sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas vang
berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar



masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga
pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan

masvarakat.

. Meningkatkan pertumbuban ekonomi dan daya saing daerah

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida ketiga vaitu
pengembangan agribisnis unggulan untuk mewujudkan peningkatan
ekspor gula kelapa 30.000 ton, dan penerapan safety belt penderes,
durian, dll, Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan
ekonomi vang berkualitas, tidak hanva sekedar tumbuh, tetapi
memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat, pengurangan angka kermiskinan dan pengangguran.

4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan
—

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida keempat yaitu
Banvumas sebagai pelopor kedaulatan pangan untuk mewujudkan
produksi padi 500.000 ton/tahun. Misi ini mengarah pada
perwujudan Kabupaten Banvumas sebagai penopang ketersediaan
pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai
sumber pangan utama.

. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan
kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah
lingkungan

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida kelima vaitu
Memperluas minimal 20.000 kesempatan kerja untuk mewujudkan
pengembangan desa wisata, menciptakan 3.000 enterpreneur muda,
investasi berbasis padat karya, dan membangun kawasan industri.
Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan usaha
sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penverapan
tenaga kerja di  Kabupaten Banyvumas, didukung dengan
pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan
strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan
pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata
ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga



daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan

untuk menunjang kehidupan masyarakat.

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida keenam yaitu
pembangunan infrastruktur merata dan memadai untuk
mewujudkan peningkatan anggaran irigasi, peningkatan jalan
hotmix 570 km, dan membangun pasar desa. Misi ini mengarah pada
peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik
infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama
jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun
penataan kawasan permukiman.

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida ketujuh yaitu
menggerakkan industri kerakvatan, pariwisata perdesaan, industri
kreatif untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, dan
pengembangan UMKM. Misi ini mengarah pada pengembangan
kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri
kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis
sumberdava lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan
di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan
masyarakat.

. Mewujudkan tatanan masyarakat berbudaya serta
mmwwﬁmmm

Mlm ini merupakan pelaksanaan atas hasta knda kedelapan vaitu
gerakan memakmurkan pesantren dan masjid untuk mewujudkan
bantuan untuk Marbot masjid, KBS untuk santri pesantren, serta
KBS, KBP dan tunjangan makan untuk vatim piatu. Misi im
mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budayva, agama dan
kebangsaan dalam kehidupan masvarakat, sehingga masyarakat
memiliki kepribadian vang baik, dan hidup dalam suasana vang
rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia.



Adapun untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah
terpilih Program Pembangunan Daerah vang akan dilaksanakan selama 5
(lima) Tahun periode 2018-2023 adalah untuk menjawab isu strategis vang
terdini dar :

1) Peningkatan Modal sosial

2) Peningkatan Kualitas Pendidikan

3] Peningkatan Derajat Keschatan masayarakat

4] Penanggulangan Kemiskinan dan PMRKS

5] Peningkatan Perekonomian perdesaan untuk mengurangi kesenjangan

B) Tata kelola pemerintahan vang efektif dan efisien dalam peningkatan
kualitas layanan publik

7] Optimalisasi infrastruktur dan pengendalian penataan ruang

8) Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan
persampahan

9) Sinergitas pembiavaan pembangunan

Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab Visi
Misi Kepala Daerah vang merupakan upaya pemecahan permasalahan
terhadap isu strategis daerah vang kemudian diturunkan ke dalam tujuan
dan sasaran strategis dengan indikator kinerja vang jelas dan terukur,

Dan uraian diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banvumas
mengaitkan kinerja penyvelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyvarakat vang tertuang dalam Renstra Tahun
2018-2023 ada pada Misi 8 : Mewujudkan tatanan masyarakat yang
berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai
nasionalisme dan religious. Sasaran Menciptakan kehidupan masvarakat
vang aman dan tenteram ditunjang dengan program prioritas Program
Pemeliharaan Kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal, Program
pemberdavaan masyvarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dan
Program peningkatan kesadaran kepatuhan hukum.

Dalam mencapai indikator kinenja tersebut ada beberapa hal vang
menjadi faktor penghambat diantaranva adalah :

1. Rasio aparat Satpol PP tidak sebanding dengan jumlah penduduk
Kabupaten Banvumas;

2. Kompleksitas masalah di Kabupaten Banyumas sangat tinggi;

3. Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Satpol PP belum memadai;



4. Kurangnya koordinasi antara Dinas Teknis, aparat Kewilayahan terkait
dengan pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah dengan Satpol PF;

5. Belum adanya perlindungan hukum bagi aparat Satpol PP didalam
menjalankan tugasnya ketika terjadi chaos di lapangan;
6. Menjamurnya ruang publik (taman-taman tematik] yang tidak

diimbangi dengan fasilitas parkir yang memadai dan tempat kuliner
vang tertata;
Sedangkan faktor pendorong untuk pencapaian kinerja kedua

indikator tersebut adalah :

Pembagian unit dan regu dan dibantu dengan anggota Linmas sehingga
bisa menutupi kekurangan angegota Satpol PP,

2. Dukungan anggaran dalam menjalankan operasional,
3. Bimbingan teknis dan pelatihan bagi anggota Satpol PP dan Linmas

vang membantu tugas Satpol PP;

4. Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan
ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas
vang menjadi landasan hukum Satpol PP.
Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol PP
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
|
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3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahap IV
Tahun (2020-2024) berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai
keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan
masvarakat Indonesia vang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagal bidang dengan menekankan
terbangunnyva struktur perekonomian vang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM
berkualitas dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan
terwujudnya konsolidasi demokrasi vang kokoh dalam berbagai aspek
kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi
manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
kedaulatan negara dan ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar

negeri.

Kondisi itu didukung oleh mantapnya kemampuan pertahanan dan
keamanan negara yang ditandai oleh terwujudnya TNl yvang profesional
dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan vang kuat;
terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi masyarakat
dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen vang efektfl vang
disertai kemampuan industri pertahanan vang handal; terwujudnya sistem
hukum nasional vang mantap vang bersumber pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata kepemerintahan vang
baik, bersih dan berwibawa yvang berdasarkan hukum, serta birokrasi vang
profesional dan netral; terwujudnya masyvarakat sipil, masvarakat politik,
dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian
nasional dalam konstelasi gobal.

Sedangkan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahap IV Tahun 2019-2023 vang terkait dengan
kinerja pelayanan penvelenggaraan urusan trantibum linmas Satuan Polisi
Pamong Praja kaupaten Banyumas ada pada uraian sebagai berikut:

A. Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah: mewujudkan Tata kelola
kepemerintahan yang baik.



B. Sasaran Pokok: Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan
hak asasi manusia yang menjamin terwujudnva ketentraman dan
ketertiban masvarakat,

C. Arah Kebijakan:

1.

L

Peningkatan pelayvanan keamanan dan perlindungan masvarakat
dari berbagai gangguan;

. Peningkatan dan pemberdayaan potensi keamanan masyarakat

dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masvarakat;

. Penguatan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan

hak asasi manusia;

Perwujudan produk hukum daerah yvang memihak kepentingan
masyvarakat;

Perwujudan Harmonisasi Produk hukum;

Peningkatan kesadaran hukum masvarakat;

Pembangunan budaya hukum;

Pembangunan kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga
peradilan.

D. RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahap ke 4 (2019-2023):

1.

Bidang Hukum dan HAM: Pemantapan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum dari sisi
substansi, pelaksanaan, dan penegakkan hukum guna
mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan
perlindungan HAM,

Bidang Keamanan dan Ketertiban: diarahkan untuk mewujudkan
dan memelihara kondisi yang dapat memberikan rasa aman,
tenteram, kepastian hukum dan bebas dari rasa takut baik secara
fisik maupun psikis serta peningkatan pelavanan dan potensi
keamanan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan
ketenteraman masyarakat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa =aja faktor-faktor

penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah vang

mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau
dan implikasi RTRW. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek vang
perlu ditelaah adalah: Rencana struktur tata ruang, Struktur tata



ruang saat ini; Rencana pola ruang; Pola ruang saat ini; dan Indikasi
program pemanfaatan ruang jangka menengah,

Secara administratif wilayvah Kabupaten Banyumas meliputi 27
kecamatan, 301 desa dan 30 keluarahan. Dua puluh tujuh kecamatan
vang menjadi wilayah kerja Satpol PP Kabupaten Banyumas adalah:

1.

d.
= B
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6.
7.
8.
9.
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27.

Kecamatan Lumbir;
Kecamatan Wangon;
Kecamatan Jatilawang;
Kecamatan Rawalo;
Kecamatan Kebasen;
Kecamatan Kemranjen,;
Kecamatan Sumpiuh;
Kecamatan Tambak;
Kecamatan Somagede;
Kecamatan Kalibagor;
Kecamatan Banyumas;
Kecamatan Patikraja;
Kecamatan Purwojati;
Kecamatan Ajibarang;
Kecamatan Gumelar;
Kecamatan Pekuncen;
Kecamatan Cilongok;
Kecamatan Karanglewas;
Kecamatan Kedungbanteng;
Kecamatan Baturraden;
Kecamatan Sumbang;
Kecamatan Kembaran;
Kecamatan Sokaraja;
Kecamatan Purwokerto Selatan;
Kecamatan Purwokerto Barat;
Kecamatan Purwokerto Timur;
Kecamatan Purwokerto Utara.

Mendasarkan pada RTRW Pemerintah Kabupaten Banyumas,
dalam pelaksanaan Renstra Satpol PP Kabupaten Banyvumas akan
memperhatikan pola ruang vang telah ditetapkan dalam RTRW

tersebut.



3.5.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari isu-1su strategis di atas ada tiga isu utama vang harus
diantisipasi oleh Satpol PP Kabupaten Banvumas dalam
penyelenggaraan Ketenteraman dan  ketertiban umum, serta

perlindungan masyarakat vaitu:
1.

Penyelesaian penegakan Perda dan Perbup. Masih banvaknva
pelanggaran perda perbup vang terjadi di Kabupaten Banyumas
serta berulangnya pelanggaran membutuhkan strategi dari Satpol
PP Kabupaten Banyumas terutama yang mampu memberi efek jera
kepada pelanggar. Selain itu, pencegahan atau tindakan preventif
Juga harus dilakukan melalui sosialisasi dan penvuluhan rutin
dan intensif kepada masyarakat dan badan hukum tentang Perda
dan Perbup yvang mengandung sanksi.
Penanganan gangguan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta
perlindungan masyarakat. Sebagai kota persinggahan, Kabupaten
Banyumas memiliki potensi gangguan atau konflik sosial,
ekonomi, dan budaya, dari permasalahan tingkat kota sampai ke
lingkup terkecil di dalam masyarakat, vang harus diantisipasi oleh
Satpol PP Kabupaten Banyumas sebagai OPD vang mengemban
amanat urusan ketenteraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat dari negara.

Pelayanan cepat atas pengaduan masyarakat. Urusan
ketenteraman dan ketertiban umum merupakan pelavanan dasar
vang harus diterima oleh seluruh warga negara sebagaimana vang
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018
tentang Standar FPelayanan Minimal. Respon cepat atas
pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta
pelindungan masyarakat menjadi salah satu isu utama Satpol PP
Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka

pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan

konsisten,

4.1.

4.2.

Tujuan Jangka Menengah Satpol PP

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal vang
perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,
memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah
yang dihadapi. Tujuan yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong
Paja Kabupaten Banvumas adalah “Meningkatnya Ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan
masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah”®. Dengan indicator Persentase penegakan perda dan
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 [ketertiban, ketenteraman,
keindahany,

Sasaran Jangka Menengah Satpol PP
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan

yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,
rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun ke depan. Sasaran yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong
Paja Kabupaten Banyumas adalah “Meningkatnya Ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan
masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah®. Dengan indicator Persentase penegakan perda dan
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman,
keindahan).

Fernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan
Polisi Pamong Paja Kabupaten Banyumas beserta indikator
kinerjanva disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini -



RENSTRA SATPOLPP 1A

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP
Eabupaten Banyumas
INDIKATOR TARGET WINERJA TULILAN |
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Untuk mencapal Tujuan dan Sasaran tersebut ditetapkan
indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
Meningkatnya Ketertiban urmim dan ketenteraman masyarakat serta

kepatuhan masyarakal akan peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah mempunyai 2 (dua) mdikator sasaran vaitu:

1} Persentase Penegakkan Perda. Adapun cara perhitungannyva
adalah sebagai berikut :

Jumlah penyelesaian penegakan Perda x 100%
Jumlah pelanggaran Perda

2) Tingkat  penyelesaian  pelanggaran K3  (ketertiban,
ketenteraman, keindahan) Adapun cara perhitungannya
adalah sebagai berikut :

Pelanggaran K3 yang terselesatkan x 100%
Jumlah pelanggaran K.3 yang dilaporkan masyarakat
dan teridentifikasi SATPOL PP



Penetapan tujuan dan sasaran harus diikuti dengan strategi vang

berisi program-program prioritas Satpol PP Kabupaten Banyumas sebagai
upaya mencapai tujuan dan sasaran. Selain itu ditetapkan pula arah
kebijakan sebagai rumusan kerangka kerja sebagai dasar untuk
menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis vang dihadapi oleh
Satpol Kabupaten Banyvumas.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah vang
berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah
ditetapkan. Berbagai rumusan strategi vang disusun menunjukkan
kemantaban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banvumas dalam
memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan vang
dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis
pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada
pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya,
Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan
daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran
pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari
pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam
sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari
upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah,

Untuk menentukan strategi yang tepat, dilakukan analisis terhadap
faktor internal dan faktor eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang
serta tantangan atau ancaman yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banyumas mengambil tindakan dalam rangka
menjalankan fungsi untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban
umum serta perlindungan masvarakat, memberikan layanan publik
menuju masyarakat Kabupaten Banvumas wvang unggul, nyaman,
sejahtera dan agamis. Metode vang digunakan sebagai alat bantu dalam
merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 vaitu analisis SWOT.



Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat
mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting
dalam mencapai tujuan, vaitu dengan mengidentifikasikan kekuatan
(strength), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunify), dan ancaman
threaf]. Analisis 11 didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam
menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Banvumas harus memaksimalkan kekuatan dan
peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman vang
ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan
kondisi eksternal.

Untuk menghasilkan perumusan strategi vang selaras dengan
pilihan program vang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan, agar
secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif:

1) Perspektif masvarakat/lavanan: bagaimana strategi dapat menjadikan
pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen
masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;

2} Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan
perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi
(internal business process);

3] Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan
investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber dava manusia (SDM)
untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah vang
baik (good governance) dalam jangka panjang; dan

4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek
pendanaan  sebagai  tujuan  sekaligus sebagai  konstrain
(costeffectiveness) serta untuk mencapai manfaat vang terbesar dari
dana yang terbatas (allocative efficiency).

Berdasarkan pertimbangan 4 (empat) perspektif layanan pemerintah
daerah, maka akan di gambarkan analisis SWOT sebagai berikut:
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Perumusan Strategi Menggunakan Metode SWOT
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Strategi atas pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam lingkup
misi membangun masyarakatl vang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing,
adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Analisa Swot Satuan Polisi Pamong Praja
- FAKTOR INTERNAL KEKUATAN (STRENGTHS) | KELEMAHAN (WEAKNESS)
- Adanya dasar ukum yang | - Kurangnya profesionalisme anggota
ﬁdﬂmm Satpol PP
| - hdanya pengaturan tugas | - Terbatasnya jumiah dan kuaiitas
dan jadwal yang jelas sarana dan prasarana
= - Komitmen anggota dalam | - Kurangnya personil anggota SatPol
o pelaksanaan fugas | PP
FAKTOR EKSTERMAL - Adanya kebersamaan - Kurangnya anggaran untuk
dalam satu komando menunfang berbagal program dan
dalam pelaksanaan kegiatan di SaPalPP
penegakan perda dan
o frantibummas
- PELUANG (OPPORTUNITIES) | Strategi -0 Strategi W - 0
- Dinamika perkembangan - Selaly mengikuti - Selalu menglkuti perkembangan
procuk hukum dasrah perkembangan aturan aturan sefingga meniadi lebih
yang tesban dalam profesional
_ pelaksanaan tugas




- Adanya tuntutan dan - Peningkalan kuaitas - Optimalisasi sarana dan prasarana
masyarakal untuk pelayanan kepada yang ada dalam upaya peningkatan
peningkatan keteribaan masyarakat dengan katertiban ketentraman umum
ketenteraman umum peningkatan kinerja
Perkembangan - Dengan komitmen - Memaksimalkan potensi anggota
pemnbangunan di Kab, anggota dalam yang ada dalam melaksanakan tugas
Bantul pelaksanaan tugas untuk dan fungsi Sat Pol PP guna

mengimbang mendukung pembangunan dasrah, |
perkembangan
- Selalu melibatkan partisipas:
Partisipasi masyarakat - Selalu berkoordinas] masyarakat dan anggota satinmas
dan anggota linmas dalam dalam pelaksanakan daiam safiap kegiatan
menciptakan ketentraman kegiatan penciptaan
keteriban umum dan kedentraman dan
penagakan penda katertiban umum dan
penegakan Perda dengan
melibatkan partisipasi
masyarakat dan anggota
| linmses y o )
sekior daiam melaksanakan diantisipas] dengan koordinasi lintas
lugas dan selaly sakior yang memungkinkan dinas
berkoordinasi dengan instansi untuk ikut sera mambiaya
lintas saktor pelaksanaan programegiatan agar
berjalan sukses

ANCAMAN (THREATS) Strategi S-T Strategi W-T

- Kurangnya kesadaran Pemberian sosiglisasidan | -  Peningkatan profesionalisme
masyarakal untuk penyuluhan ientang anggota Satpal PP dalam upaya
pelaksanaan Perda aturan-aturan dalam Perda mamberikan kesadaran pada
,kepada Masyarakal masyaraka daiam penegakan Perda

- Adanya Stgma negaill yang | - Penggunaan afuranyang | - Menghilangkan stigma negatf dar
muncul dan masyarakat jelas dalam setiap masyarakat dengan panggunaan
terhadap aparat Sat Pol PP kegiatan untuk mengubah sifat yang humanis dalam

stigma negatif dari pelaksanaan ugas dan
masyarakat memanfaatkan sarana dan prasarana
: e yangada =L
trantibum kuat untuk mencegah yang ada dalam melaksanakan fugas
munculnya gangguan dan fungsi Sat Pol PP dalam
trantibum mengaga trantibum
- Melaksanakan koordinasl | - Memanfaatkan anggaran yang ada
- Maraknya kegiatan ekonomi intemai dalam dan didukung dengan komitmen

masyarakal yang melangoar
Perda

melaksanakan penaegakan
Perda

anggota dalam melaksanakan
penegakan Perda




Strategi dan arah kebijakan Satpol PP Kabupaten Banyumas untuk
periode 2018-2023 dapat terlihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 5.2
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Satpol PP Kabupaten Banyumas 2018-2023

"&mmmnm

Vis

* Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Manediri

Tujuan 1 * Meningkatlcan aktualisasi nilai-nilai budays, agama dan kebangsaan dalam krhidupan
masvArakial

| Sasaran 1 :Hmdpﬂmﬂdnpumwmmmdmmm

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBLJAKAN
Meningkatnya Meningkatnya - Penguatan - Melaksanakan operasi I
Ketertiban umum dan | Ketertiban umum dan Komitmen r.'aaﬂrn:m:.'usleis.isvew:au1:|~E|l1!lura:lj'i{jﬂi '
masyarakat serta masyarakal serta s vt o i

terhadap upaya Penegakan Perda
akan p&rHi: m akan paraluran daerah I %
ran ran D -] i
= e o Peraturan Daerah Pmm Penegakan
daeran daeran - Komitmen yang stakeholder
jelas dan didkuti
pembiayaan di
semua tingkatan
pamerintahan
terhadap urgensi
upaya penagakan
Peraturan Dagrah
- Revitalisasi - Mengedepankan sikap
' lerhadap paradigma | humanis dan menempuh cara
| ketenteraman dan pendekatan musyawarah
ketertiban umum dalam sefiap penyelesaian
disemua tingkatan masalah
pemerintahanmulai
dari pamerintah - Mengopltimalkan peran Linmas
pusat sampal dengan upaya pemberdayaan
dengan pemerintah Linmas.
- Mendudukkan
Linmas sebagal
peranghal dedeksi
dini ketenteraman

dan kefertiban




Strategi dan arah kebijakan Satpol PP Kabupaten Banyvumas periode
2018-2023 mengacu pada tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten
Banyumas Tahun 2018-2023 yang terdapat pada Misi ke-8 yaitu
Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian
dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius. Adapun Tujuan
yang akan dicapai adalah Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya,
agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten
Banyumas yang mandiri dengan jaminan pendidikan, kesehatan vang
bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya,
dengan indikator tujuan Menciptakan kehidupan masyarakat vang aman
dan tenteram. Dengan sasaran Meningkatnva Ketenteraman, Kerukunan
dan  Kenyamanan Hidup Masyarakat. Adapun indikator vang
menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya ketenteraman,
kerukunan dan kenyamanan hidup masyarakat Kabupaten Banyumas
adalah strategi Meningkatkan penvelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum, perlindungan masyarakat, Meningkatkan penegakkan
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Adapun untuk tujuan dan sasaran vang diemban dalam Renstra
Satpol PP Kabupaten Banyumas adalah Meningkatnya Ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan
daerah dan peraturan kepala daerah dengan indikator Persentase
penegakan perda dan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,
ketenteraman, keindahan) Sasaran yang hendak dicapai merupakan
turunan dari sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas vaitu Meningkatnya
Ketertiban umum dan ketenteraman masvarakat serta kepatuhan
masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah vang
mempunyai indicator indikator Persentase penegakan perda dan Tingkat
penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan). Untuk
mencapai indicator sasaran tersebut Satpel PP Kabupaten Banyumas
mempunyai strategi Meningkatkan penegakan perda dan meingkatkan
perlindungan masyarakat dengan arah kebijakan Meningkatkan
ketenteraman dan perlindungan masyarakat, Meningkatkan penegakan
perda dan perkada, Meningkatkan penyvelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum, serta Mengembangkan kemampuan Polisi Pamong Praja
dan pengetahuan masyvarakat.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Satpol PP Kabupaten
Banyumas dalam Renstra 2018-2023 ini mengacu pada tujuan, sasaran,
strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan
permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banyumas vang menjadi urusan
wajib pelayanan dasar Satuan Polisi Pamong Praja vaitu penyelenggaraan
ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masvarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada Renstra ini
menetapkan 6 (enam) Program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan sebagaimana
terlihat pada tabel 6.1 berikut ini:
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BAE VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus
disesuaikan dengan bidang urusannya. Satuan Polisi Pamong Praja
menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah merupakan perangkat daerah yang melakukan urusan pelayanan
dasar ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan
masyarakat (trantibum linmas). Dari urusan penyelenggaraan
pemerintahan ini perangkat daerah harus menetapkan indikator kinerja
utama (IKU) vang capaiannya harus mendukung visi misi kepala daerah
vang tercantum dalam RPJMD 2018-2023 serta harus berisi informasi
yvang menggambarkan kondisi nyata.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun
2018-2023 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 vang
merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas
periode 2018-2023.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode 2018-2023 pada
RPJMD Tahun 2018-2023 adalah Menjadikan Banyumas vang Maju, Adil-
Makmur dan Mandiri Sedangkan Misi yang terkait dengan kinerja
penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
adalah Misi ke-8 yaitu Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya
serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nulai nasionalisme dan
religius. Adapun Tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatkan
aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan
masyarakat, dengan indikator tujuan Angka kriminalitas. Dengan
sasaran Menciptakan kehidupan Masvarakat vang aman dan tenteram.
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait
meningkatnya ketenteraman, kerukunan dan kenvamanan hidup
masyarakat Kabupaten Banyumas adalah Tingkat penyelesaian
pelangaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan).



Dari misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang tercantum di
dalam RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023 tersebut Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Banyumas menetapkan 2 (dua) indikator
kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 7.1 di bawah ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Satpol PP Kabupaten Banyumas yang Mengacu Pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023

HONDISI TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDSI
KINERJA KINERJA
| NO | INDIKATOR ::: TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN :::;
pERiopp | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | .
RPJMD RPJMD
Persentase !
1. | Penegakkan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
Perda
Tingkat
penyelesaian
g | Ew 100% | 100% | 100% | 1008 | 100 | 100% 100%
{ketertiban,
ketenteraman,

keindahan)
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Perwusunar  Rencuna  Strategis  Perungkat  Dacrah  Kabuipatern
Danyumas Tshun 2018 2023 wmengucy  dan  seloras dengsn Renoana
PFembangunan Jangks Menengah Darmh  Kebupoten Hamvumas  Tahun
2018 2013 vang telah menjadi Peraturan Bupat: No | Tohun 2019 tenitung
Bencana Pembanpunan Jangka Menerngsh Daerabh Kabupaten Banvumas
Tahium AITH- 221,

Hencana Stratepms Perangkat Deersh sclanpotoye diselayt BENSTRA
SKPD merupakan dokimen perencanian vang beroarienbash posla ol yanig
g o cupan dabiwm Kurun wakte 1 sampos 5 tabain ke dopai sehia buigas
dengun Lipgas dan fungsi SKPD eerta disusun dengan memperiomissnggun
perkembangun  bnghungan stracgis. Sclanjuinya RENSTRA BKPD akun
el acuan dan pedoman penyusunan Rencana Keia [RENJA) tahunan
SKFL.

Keberhomdon pelaksoanaan RENSTRA oleh Perangkat Darecrah perha
dukungan dan masvarakat dan semua pihak khususnva di linglungan
Kabupaten Banyumas. Scmogs melalul polaksanaan RENSTHA Peranghat
dowermli i mempu  mendorong  terwugudova cills-cita | pembangunan

Kabupatcn Banyumas menuu “Baoyumas yang Maju, Adil-Makmur dan
Mandiri®.
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